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	Pendahuluan  

	
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. RKP Tahun 2020 memiliki nilai strategis mengingat dokumen ini disusun pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019, bersamaan dengan penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024. Dengan demikian, RKP Tahun 2020 diharapkan dapat menjembatani RPJMN Tahun 2015-2019 dengan RPJMN Tahun 2020-2024.

Rencana Kerja Anggaran (RKA/KL) merupakan dokumen perencanaan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sistem Perencanaan dan Anggaran bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan Anggaran.

Dalam pelaksanaan anggaran diperlukan adanya ketelitian, kesadaran, kejujuran, efektif, efesien, transfaran dan akuntabel, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diperlukannya modul pendidikan pengembangan spesialis manajemen logistik khususnya pada perencanaan kabutuhan dan penganggaran.
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	Standar Kompetensi

	
	Menyusun rencana dan anggaran Satuan Kerja (Satker).
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	Kompetensi Dasar

	
	1. Memahami konsep Sistem Perencanaan Anggaran (Sisrengar) Polri. 
Indikator Hasil Belajar:
a. Menjelaskan pengertian terkait Sisrengar.
b. Menjelaskan dasar hukum Sisrengar. 
c. Menjelaskan tujuan Sisrengar. 
d. Menjelaskan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 
2. Memahami jenis-jenis belanja. 
Indikator Hasil Belajar:
a. Menjelaskan belanja pegawai.
b. Menjelaskan belanja barang.
c. Menjelaskan belanja modal.
3. Memahami pendekatan anggaran Polri.  
Indikator Hasil Belajar:
a. Menjelaskan struktur anggaran.
b. Menjelaskan keterkaitan kinerja dan alokasi anggaran.
c. Menjelaskan program dan kegiatan Polri.
4. Memahami perencanaan anggaran Polri.  
Indikator Hasil Belajar:
a. Menjelaskan dokumen perencanaan anggaran Polri.
b. Menjelaskan alur perencanaan anggaran Polri.
c. Menjelaskan pentahapan perencanaan anggaran Polri.
d. Menjelaskan Term Of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
5. Menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran. 
Indikator Hasil Belajar:
a. Menyusun rencana kebutuhan dan anggaran belanja pegawai.
b. Menyusun rencana kebutuhan dan anggaran belanja barang.
c. Menyusun rencana kebutuhan dan anggaran belanja modal. 
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	Materi  Pelajaran

	
	1. Pokok Bahasan 1:
Konsep Sistem Perencanaan Anggaran (Sisrengar) Polri. 
Sub Pokok Bahasan:
a. Pengertian terkait Sisrengar.
b. Dasar hukum Sisrengar.
c. Tujuan Sisrengar.
d. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
2. Pokok Bahasan 2:
Jenis-jenis belanja.

Sub Pokok Bahasan:
a. Belanja pegawai.
b. Belanja barang.
c. Belanja modal.
3. Pokok Bahasan 3:
Pendekatan anggaran Polri.

Sub Pokok Bahasan:
a. Struktur anggaran.
b. Keterkaitan kinerja dan alokasi anggaran.
c. Program dan kegiatan Polri.
4. Pokok Bahasan 4:
Perencanaan anggaran Polri.

Sub Pokok Bahasan:
a. Dokumen perencanaan anggaran Polri.
b. Alur perencanaan anggaran Polri.
c. Pentahapan perencanaan anggaran Polri.

d. Term Of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
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	Metoda Pembelajaran

	
	1. Metode Ceramah
Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang perencanaan kebutuhan dan penganggaran. 
2. Metode Curah Pendapat (Brainstorming)
Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta tentang materi perencanaan kebutuhan dan penganggaran. 
3. Metode Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk memperdalam pemahaman materi dan untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik tentang materi perencanaan kebutuhan dan penganggaran. 
4. Metode Penugasan

Metode ini digunakan untuk memperdalam materi dan diberikan dengan tugas membuat resume materi perencanaan kebutuhan dan penganggaran.  
5. Metode Praktik

Metode ini digunakan untuk menyusun rencana kebutuhan dan anggaran belanja pegawai, barang dan modal.
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	Alat, Media, Bahan dan Sumber Belajar

	
	1. Alat, media dan bahan:
a. Komputer/laptop.
b. White board.

c. Papan flipchart.

d. LCD proyektor.

e. Layar proyektor.

f. Laser pointer.

g. Kertas flipchart.
h. Alat tulis.

i. Slide Power Point.
2. Sumber belajar:
a. Hanjar pendidik.
b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
c. Peraturan LKPP Nomor 7 s.d. 19 tahun 2018.
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	Kegiatan Pembelajaran

	
	1. Tahap awal: 10 menit 
a. Pendidik melaksanakan apersepsi:

1) Pendidik melaksanakan perkenalan/refeleksi materi.   
2) Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan peserta didik selama pembelajaran.   

3) Pendidik menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif.  
b. Peserta didik menyimak dan melaksanakan instruksi pendidik. 
2. Tahap inti: 790 menit
Tahap inti 1: penyampaian materi tentang perencanaan kebutuhan dan penganggaran:  135 menit
a. Pendidik menyampaikan materi tentang perencanaan kebutuhan dan penganggaran. 
b. Peserta menyimak, memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting.

c. Pendidik menggali pendapat tentang materi yang telah disampaikan.

d. Peserta didik menanggapi materi yang disampaikan pendidik.

e. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menanggapi materi.

f. Peserta didik menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pendidik.

Tahap inti 2: praktik menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran: 565 menit 
a. Pendidik membagi peserta didik menjadi 6 kelompok;
b. Pendidikan memberikan gambaran peristiwa kepada masing-masing kelompok;
c. Masing-masing kelompok mempelajari gambaran peristiwa tersebut;
d. Pendidik memerintahkan kepada peserta didik untuk menyusun rencana kebutuhan dan anggaran belanja:
1) Pegawai;
2) Barang;
3) Modal.
e. Masing-masing kelompok melaksanakan praktik.
f. Masing-masing kelompok mengumpulkan hasil praktik.
g. Pendidik menyimpulkan hasil praktik.
3. Tahap akhir: 10 menit
a. Pendidik memberikan kesimpulan materi perencanaan kebutuhan dan penganggaran. 

b. Pendidik mengecek penguasaan materi perencanaan kebutuhan dan penganggaran dengan cara bertanya secara lisan serta acak kepada peserta didik.    
c. Pendidik melakukan evaluasi pembelajaran, memberikan penugasan dan menutup pembelajaran.
4. Tes penguasaan pengetahuan: 90 menit 
Tes tertulis dalam bentuk objektif tes (pilihan ganda, jawaban singkat) dan subjektif tes (uraian).
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	1. Peserta didik secara kelompok mengumpulkan hasil praktik;

2. Peserta didik secara perorangan mengumpulkan resume materi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, satu hari setelah pembelajaran selesai.

	
	3. 
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	Lembar Kegiatan

	
	1. Peserta didik secara perorangan mengerjakan penugasan berupa resume tentang materi yang sudah diberikan oleh pendidik.  
2. Masing-masing kelompok menyusun rencana kebutuhan dan anggaran belanja:
a. Pegawai;
b. Barang;

c. Modal.
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	Bahan Bacaan

	
	POKOK BAHASAN 1
KONSEP PERENCANAAN ANGGARAN POLRI
1. Pengertian Terkait Sisrengar
a. Perencanaan adalah suatu proses yang menguraikan tujuan dari organisasi, serta menentukan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan merupakan proses-proses yang penting dari semua fungsi manajemern sebab tanpa perencanaan (Planning) fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan berjalan.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).

c. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
d. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem ini adalah pengganti dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan mulai berlaku sejak tahun 2005.
e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahunan.

f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahunan.

g. Rencana Kerja Pemerintah (disingkat RKP) adalah rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKP merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

h. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

i. Penelahaan RKA-KL adalah kegiatan meneliti kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan Kementerian Negara/Lembaga dan Komisi Mitra Kerja terkait DPR dengan Pagu Sementara, prakiraan maju yang telah ditentukan sebelumnya dan standar biaya.  Dilanjutkan meneliti kesesuaian RKA-KL berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Definitif dari masing-masing program.
2. Dasar Hukum Sisrengar
a. Bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

b. Pasal 23 ayat (1): Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

c. Pasal 23 ayat (2): Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

d. Pasal 23 ayat (3): “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”.

e. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tugas pokok Polri adalah : a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. Menegakkan hukum; dan c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

h. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara.

j. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

k. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187).

l. Undang-Undang 20 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  tahun anggaran 2020 disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Oktober 2019.

m. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

n. Renstra Polri 2020-2024 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

o. Penjabaran Visi dan Misi Presiden dalam lingkup tugas dan fungsi Polri.
3. Tujuan Sisrengar
Penyusunan APBN dilakukan untuk membiayai segala kepentingan negara demi mewujudkan perekonomian nasional yang lebih baik. Dari rincian APBN tersebut, pemeritah dapat melihat seberapa besar penerimaan negara yang diterima serta berapa besar biaya yang harus dibayarkan negara di tahun anggaran berjalan.
4. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
a. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

1) Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan;
2) Untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang;
3) Dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

b. Proses perencanaan:

1) Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJPN/D.

2) Proses Teknokratik: menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

3) Partisipatif: dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

4) Proses top-down dan bottom-up: dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

POKOK BAHASAN 2

JENIS-JENIS BELANJA
1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai pemerintah terkait yang melibatkan di dalam maupun di luar negeri sebagai ketidakseimbangan atas pekerjaan yang telah didukung dalam rangka mendukung tugas dan unit organisasi pemerintah, meliputi:
a. Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada pembayaran Gaji Pegawai Negeri meliputi PNS dan TNI/POLRI.
b. Belanja Gaji Dokter Pegawai Tidak Tetap.
c. Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat Negara.
d. Belanja Uang Makan PNS.
e. Belanja Uang Lauk Pauk TNI/POLRI.
f. Belanja Uang Tunggu dan Pensiun Pegawai Negeri dan Pejabat Negara yang disalurkan melalui PT, Taspen dan PT ASABRI.
g. Belanja Asuransi Kesehatann Pegawai yang disalurkan melalui PT. ASKES.
h. Belanja Uang Lembur PNS.
i. Belanja Pegawai Honorer yang diangkat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi pemerintah.
j. Pembayaran Tunjjangan Sosial bagi Pegawai Negeri melalui unit organisasii/Lembaga/Badan tertentu.
k. Pembayaran uang vakasi.
l. Pembayaran tunjangan khusus merupakan pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri yang besarannya ditetapkan oleh Presiden/Menteri Keuangan.
m. Belanja pegawai transito merupakan alokasi anggaran belanja pegawai yang direncanakan akan ditarik/dicairkan namun database pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga berkenaan menurut peraturan perundang-undangan belum dapat direkam pada Aplikasi Belanja Pegawai Satuan Kerja (Satker) karena belum ditetapkan sebagai Pegawai Negeri pada Satker berkenaan.
n. Pembayaran untuk Uang Duka Wafat/Tewas yang besarannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Belanja Barang
Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan, meliputi:

a. Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.Jenis pengeluaran terdiri dari antara lain:

1) Belanja keperluan perkantoran.
2) Belanja pengadaan bahan makanan.
3) Belanja penambahan daya tahan tubuh.
4) Belanja pengiriman surat dinas.
5) Honor yang terkait dengan operasional Satker.
6) Belanja langganan daya dan jasa (ditafsirkan sebagai Listrik, Telepon, dan Air) termasuk atas rumah dinas yang tidak berpenghuni.
7) Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan (ditafsirkan sebagai gedung operasional sehari-hari berikut halaman gedung operasional).
8) Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (ditafsirkan sebagai pemeliharaan aset yang terkait dengan pelaksanaan operasional Satker sehari-hari) tidak termasuk biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi.
9) Belanja sewa gedung operasional sehari-hari satuan kerja.
10) Belanja barang operaasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
b. Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal, antara lain:
1) Honor yang terkait dengan output kegiatan.
2) Belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegiatan di luar kantor, antara lain biaya paket rapat/pertemuan, ATK, uang saku, uang transportasi local, biaya sewa peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan berkenaan.
3) Belanja jasa konsultan.
4) Belanja sewa yang dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja.
5) Belanja jasa profesi.
6) Belanja biaya pemeliharaan non kapitalisasi yang dikaitkan dengan target kinerja.
7) Belanja jasa.
8) Belanja perjalanan.
9) Belanja barang penunjang kegiatan dekonsentrasi.
10) Belanja barang penunjang kegiatan tugas pembantuan.
11) Belanja barang fisik lain tugas pembantuan.
12) Belanja barang non operasional lainnya terkait dengan penetapan target kinerja tahun yang direncanakan.

c. Belanja barang Badan Layanan Umum (BLU) merupakan pengeluaran anggaran belanja operasional BLU termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU.

d. Belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial

3. Belanja Modal
Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga asset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan asset berkenaan.

Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/asset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/asset:
a. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya asset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis asset berkenaan

b. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume asset.

c. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut:
1) Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp 300.000,-
2) Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar Rp10.000.000,-

d. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah
Belanja modal dipergunakan untuk antara lain:
a. Belanja modal tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/ pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

b. Belanja modal peralatan dan mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Belanja modal gedung dan bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.
d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan


Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

e. Belanja modal lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (art pieces), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.
f. Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.
POKOK BAHASAN 3

PENDEKATAN ANGGARAN POLRI
1. Struktur Anggaran
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Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terdiri dari : a. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Mabes Polri; b. Kepolisian Daerah, disingkat Polda;, c. Kepolisian Resor, disingkat Polres; dan d. Kepolisian Sektor, disingkat Polsek.  

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Sejak tanggal 1 November 2019, jabatan Kapolri dipegang oleh Jenderal Pol. Idham Azis.

Berdasarkan struktur organisasi polri terdiri atas organisasi tingkat Mabes dan Polda.  Dalam struktur organisasi tingkat Mabes terdiri dari : Unsur Pimpinan, Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan, Unsur Pelaksana Tugas Pokok, dan Unsur Pendukung.

Kapolri selaku pengguna anggaran, yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya diemban oleh Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Polri (Asrena Kapolri) merupakan Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan yang berkaitan dengan Perencanaan Anggaran Polri.

Berdasarkan struktur organisasi tersebut di atas, maka struktur anggaran dilakukan secara berjenjang sesuai tugas pokok dan fungsi satuan kerja-satuan kerja yang berada di lingkungan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.
2. Keterkaitan Kinerja Dan Alokasi Anggaran
Penerapan pendekatan penganggaran yang digunakan dalam penyusunannya berupa: pendekatan penganggaran terpadu (unified budget); Kerangka Pengeluaran Jangka Menegah (KPJM) atau Medium Term Expenditure Framework (MTEF); Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) atau Perfomance Based Budgeting (PBB). Disamping penerapan tiga pendekatan, anggaran belanja negara juga diwajibkan untuk dikelompokkan dalam 3 (tiga) klasifikasi anggaran yaitu: klasifikasi fungsi; klasifikasi organisasi; dan klasifikasi ekonomi atau jenis belanja.

Berdasarkan pendekatan penganggaran tersebut di atas, maka dalam penyusunan perencanaan anggaran haruslah mengacu kepada tiga pendekatan dimaksud, yaitu: 
a. Penganggaran terpadu.
b. Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).
c. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK).
Dari ke tiga pendekatan tersebut, maka keterkaitan kinerja dan alokasi anggaran sangatlah erat, artinya bahwa dalam penyusunan anggaran harus sesuai dengan kinerja yang menjadi tugas pokok dan fungsinya yang tergambar dalam program dan kegiatan satuan kerja masing-masing.
3. Program Dan Kegiatan Polri
Program merupakan kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur suatu tujuan tertentu melalui Tindakan kegiatan-kegiatan terukur guna tercapainya tujuan dari program itu sendiri.

Program dan kegiatan polri untuk tahun 2021 terdiri dari 5 (lima) program dan 81 (delapan puluh satu) kegiatan sebagai berikut:
a. 14- Program Dukungan Manajemen (Penanggung Jawab Asrena)
1) 3068-Pelayanan Adminitrasi Keuangan Polri;
2) 3070-Penerangan Masyarakat;
3) 3071-Penyelenggaraan Teknologi Informasi;
4) 3072-Pelayanan Kesehatan Polri;
5) 3073-Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri;
6) f3087-Dukungan Manajemen dan Teknis Pengawasan Umum dan Pemuliaan Profesi dan Pengamanan;
7) 3088-Pertanggungjawaban Profesi;
8) 3089-Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri;
9) 3090-Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri;
10) 3091-Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan;
11) 3149-Pengelolaan Multimedia;
12) 3154-Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum;
13) 3155-Penyusunan dan Penyuluhan Hukum;
14) 5051-Penyusunan Kebijakan Polri;
15) 5052-Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Polri;
16) 5053-Reformasi Birokrasi Polri;
17) 5054-Manajemen Anggaran;
18) 5055-Teknologi Komunikasi;
19) 5056-Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
20) 5057-Penyelenggaraan Kesejarahan, Museum dan Perpustakaan Polri;
21) 5066-Dukungan Manajemen Teknis Litbang;
22) 5067-Dukungan Manajemen Penelitian dan Pengembangan Polri;
23) 5088-Dukungan Manajemen dan Teknis Hukum Kepolisian.
b. 15-Program Moderenisasi Almatsus dan Sarana Prasarana (Penanggung Jawab Aslog)
1) 3084-Pengembangan Peralatan Polri;
2) 5059-Dukungan Manajemen dan Teknis Sarpras;
3) 5060-Pengkajian dan Strategi Sarpras;
4) 5061-Pengembangan Perbekalan Umum;
5) 5062-Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi.
c. 16-Program Profesionalisme SDM Polri (Penanggung Jawab Kalemdiklat)
1) 0001-Dukungan Manajemen Profesionalisme SDM Polri;
2) 3096-Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan Diklat Polri;
3) 3097-Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama Polri;
4) 3098-Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian;
5) 3099-Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri;
6) 3100-Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri;
7) 3104-Pengkajian dan Strategi SDM Polri;
8) 3105-Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri;
9) 3107-Pengendalian Pegawai Polri;
10) 3108-Pembinaan Karier Personel Polri;
11) 3110-Pelayanan Psikologi Anggota Polri;
12) 5068-Pengkajian Pengembangan Pendidikan dan Latihan Polri;
13) 5070-Penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan dan Latihan Polri;
14) 5071-Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri;
15) 5072-Pendidikan AKPOL.

d. 17-Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Penanggung Jawab Kabaharkam)
1) 0002-Dukungan Manajemen Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
2) 3111-Dukungan Manajemen dan Teknis Strategi Keamanan dan Ketertiban;
3) 3112-Analisis Keamanan;
4) 3114-Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik;
5) 3115-Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi;
6) 5116-Penyelengaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya;
7) 5117-Penyelengaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara;
8) 3120-Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban K/L;
9) 3122-Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban Luar Negeri;
10) 3128-Dukungan Manajemen Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
11) 3130-Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara;
12) 3131-Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital;
13) 3133-Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas;
14) 3134-Penyelenggaraan Kepolisian Perairan;
15) 3135-Penyelenggaraan Kepolisian Udara;
16) 3148-Dukungan Teknis Manajemen Penaggulangan Keamanan dalam Negeri;
17) 3150-Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Khusus;
18) 5073-Dukungan Manajemen dan Teknis Kerja Sama dan Ketertiban;
19) 5074-Misi Internasional;
20) 5075-Dukungan Manajemen dan Teknis Potensi Keamanan;
21) 5076-Pembinaan Potensi Keamanan;
22) 5077-Pembinaan Operasional Pemeliharaan Keamanan;
23) 5078=Pengkajian dan Strategi Operasi Kepolisian;
24) 5079-Pembinaan Operasi Kepolisian;
25) 5080-Pengendalian Operasi Kepolisian;
26) 5081-Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan Ketertiban;
27) 5087-Penanggulangan Keamanan Dalam Negeri.
e. 18-Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindakan Pidana (Penanggung Jawab Kabareskrim)

1) 3137-Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
2) 3140-Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
3) 3141-Penyelenggaraan Laboratrium Forensik;
4) 3142-Penindakan Tindak Pidana Umum;
5) 3143-Penindakan Tindak Pidana Terorisme;
6) 3144-Penindakan Tindak Pidana Narkoba;
7) 3145-Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus;
8) 3146-Penindakan Tindak Pidana Korupsi;
9) 3151-Penindakan Tindak Pidana Siber;
10) 5082-Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
11) 5083-Penindakan Tindak Pidana Tertentu;
12) 5084-Penyelenggaraan Informasi Kriminal Nasional;
13) 5085-Koordinasi dan Pengawasan PPNS;
14) 5086-Pengawasan Penyidikan;
15) 0003-Penindakan Tindak Pidana Perairan;
16) 0004-Penindakan Tindak Pidana Laka Lantas.
POKOK BAHASAN 4

PERENCANAAAN ANGGARAN POLRI
1. Dokumen Perencanaan Anggaran Polri
a. Renstra Polri.
b. Renja Polri.
c. Norma Indek Polri/Menkeu/Harga Satuan Provinsi.
d. Data SDM.
e. Data Materiil.
f. TOR.
g. RAB.
2. Alur Perencanaan Anggaran Polri
Alur perencanaan anggaran polri, meliputi dua yaitu usulan dari Satker Polda dan Satker di Lingkungan Mabes Polri yang dilakukan secara berjenjang sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Satker yang diawali dengan kegiatan masing-masing Satker menyusun Rencana Kebutuhan Satker, selanjutkan diusulkan secara berjenjang kepada Asrena Kapolri selaku Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan yang berkaitan dengan Perencanaan Anggaran Polri.
[image: image16.jpg]Tahapan

Arah Kebijakandan
prioritas embargunan
Nasional (e

PERSETUJUANDPR
(BANGGAR)
APBN PERSETUJUANDPR
(Akhir Oktober) (KomSi)

4 (Maret) = Rincian Alokasi
B,

(Akhir November)

Pagu ctkast
(haret)

* PERSETUJUANDPR
PPERSETUJUANDPR (&)
BANGGAR)

Pagu Anggaran DIPAK/L dan
(Pertengahan Juni) Non-KIL
(Desember)

PP, KeM, dan R
eriengahan hel)





3. Pentahapan Perencanaan Anggaran Polri
a. Secara nasional

1) Januari – Maret Penyusunan kapasitas fiscal;
2) 9 Mei SB Pagu Indikatif Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
3) 19 Mei Penyampaian KEM PPKF kepada DPR;
4) 19 Mei s.d. 5 Juni Pembicaraan Pendahuluan RAPBN;
5) 16 Agustus  Pidato Presiden Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN;
6) 25 Oktober Sidang Paripurna Penetapan APBN oleh DPR;
7) 22 Nopember Undang-Undang tentang APBN;
8) 30 Nopember Peraturan Presiden tentang Rincian APBN;
9) 6 Desember Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
b. Lingkungan Polri

1) Januari Satker di Lingkungan Polda dan Mabes Polri mengajukan Usulan Rencana Kebutuhan Satker (Tab -1);
2) Februari dilaksanakan Reviu usulan Satker;
3) Maret Pagu Indikatif;

4) Pebruari – Mei Penyusunan Rancangan RKA-KL, Penyusunan Renja K/L, dan Trilateral Meeting;
5) Juni – Juli Pagu Anggaran;
6) Agustus Nota Keuangan RAPBN;
7) September – Oktober Pembahasan dengan DPR;
8) Oktober Alokasi Anggaran dilaksanakan Reviu dari Biro Perencanaan dan APIP, Penelaahan RKA-KL dengan Kemenkeu dan Bappenas;
9) Nopember -  Desember Penyusunan dan Penetapan DIPA (Tab + 1).
4. Menyusun Term Of Reference (TOR) Dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
a. TOR

TOR adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan di capai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang memuat latar belakang penerimaan manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian dan biaya yang diperlukan. 
Fungsi TOR adalah:
1) Alat bagi pimpinan untuk melakukan pengendalian kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya.
2) Alat bagi para Perencana Anggaran untuk menilai urgensi pelaksanaan kegiatan tersebut dari sudut pandang keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
3) Alat bagi pihak-pihak pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan realisasi kegiatan tersebut. 
4) Sebagai informasi bagaimana output kegiatan dilaksanakan/didukung oleh komponen input, serta apa saja input (tahapan-tahapan) yang dibutuhkan dan bagaimana pelaksanaannya untuk mencapai output.
Pentingnya TOR adalah:

1) Sebagai dasar bahwa rencana kegiatan sesuai dengan garis-garis besar perencanaan kelembagaan. 

2) Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. 

3) Sebagai dasar rasionalisasi munculnya usulan anggaran.
4) Sebagai jaminan mutu sistem perencanaan. 

5) Sebagai dasar audit internal ataupun eksternal.

6) Sebagai dasar bahwa usulan program memiliki kualifikasi yang baik atau tidak.

Substansi TOR
1) Latar Belakang
Menjelaskan gambaran umum secara singkat mengapa (why) kegiatan tersebut dilaksanakan dan alasan penting kegiatan tersebut dilaksanakan serta keterkaitan kegiatan yang dipilih dengan kegiatan keluaran (output) dalam mendukung pencapaian sasaran dan kinerja program, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan. 

Latar belakang disusun berdasarkan substansi permasalahan aktual yang dihadapi unit kerja/UKM/ dan sejenisnya, kemudian dibuat skala prioritas program kegiatan yang menjadi usulan kegiatan untuk program ini sebaiknya di dalam latarbelakang disertakan bukti2 yang menguatkan urgensi permasalahan yang dihadapi untuk segera diatasi.
2) Kegiatan yang dilaksanakan (what: meaning, activity, output)

Menjelaskan uraian kegiatan apa (what) yang akan dilaksanakan dan batasan kegiatan.
3) Maksud dan Tujuan (why: reasons related to program) 
Menjelaskan mengapa (why) kegiatan harus dilaksanakan dan berisikan hasil akhir yang diharapkan dari suatu kegiatan (bersifat kualitatif) serta manfaat (outcome) kegiatan.
4) Pelaksana dan Penanggung jawab Kegiatan serta Penerima manfaat (who: subject performing activity and subject receiving benefit) 
Menjelaskan siapa (who) saja yang terlibat dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatannya dan menerangkan bahwa kegiatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pimpinan unit organisasi bersangkutan, dan menjelaskan siapa penerima manfaat terhadap keluaran dimaksud.
5) Indikator Keluaran 
Menjelaskan indikator keluaran berupa target yang ingin dicapai (bersifat kualitatif) dan keluaran (output) yang terukur dalam suatu kegiatan (bersifat kuantitatif). Misalnya : 50 km, 40 m2, 20 orang, 1 LHP, dan lain-lain.
6) Waktu Pencapaian Keluaran (when: certain time started & ended, how long) 
Menjelaskan berapa lama dan kapan (when) kegiatan tersebut dilaksanakan, dengan dilengkapi time table kegiatan dan menjelaskan sejak kapan (pertama kali) pekerjaan tersebut akan dilaksanakan dan kapan terakhir pekerjaan akan diselesaikan.
7) Tempat Pelaksanaan Kegiatan (where: location of activity) 
Menjelaskan dimana (where) kegiatan tersebut akan dilaksanakan.
8) Strategi Pencapaian Keluaran (how : way, method, effort to implement)
Menjelaskan bagaimana (how) cara pelaksanaan kegiatan baik berupa metode pelaksanaan, komponen, tahapan dalam mendukung pencapaian keluaran (output) kegiatan. 
9) Biaya (how much) 
Berisikan total biaya (how much) kegiatan sebesar nilai nominal tertentu yang dirinci dalam RAB sebagai lampiran TOR. 

10) Penandatangan TOR Diisi pejabat yang bertanggung jawab pada kegiatan yang akan dilaksanakan.
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Petunjuk pengisian TOR:

1) (1) Diisi nama Kementerian Negara/ Lembaga. 
2) (2) Diisi nama unit eselon I/II sebagai penanggung j awab Program. 
3) (3) Disi nama program sesuai dengan dokumen Renja K/L. 
4) (4) Diisi dengan sasaran program yang akan dicapai dalam program. 
5) (5) Diisi indikator kinerja program.
6) (6) Diisi nama kegiatan sesuai dengan dokumen Renja K/L. 
7) (7) Diisi Sasaran kegiatan.
8) (8) Diisi indikator kinerja kegiatan.
9) (9) Diisi nama/nomenklatur Keluaran (Output) Kegiatan secara spesifik. 
10) (10) Diisi Indikator Keluaran (Output) Kegiatan. 
11) (11) Diisi mengenai jumlah/banyaknya kuantitas Keluaran (Output) Kegiatan yang dihasilkan.

12) (12) Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas Keluaran (Output) Kegiatan sesuai dengan karakteristiknya.

13) (13) Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung dengan Keluaran (Output) Kegiatan yang akan dilaksanakan. 
14) (14) Diisi gambaran umum mengenai Keluaran (Output) Kegiatan dan volumenya yang akan dilaksanakan dan dicapai. 
15) (15) Diisi dengan penenma manfaat baik internal danjatau eksternal K/L. 
16) (16) Diisi dengan cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau swakelola. 
17) (17) Diisi dengan komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu (time table) pelaksanaan dan keterangan sifat komponen/tahapan tersebut termasuk biaya utama atau biaya penunjang. 
18) (18) Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan.
19) (19) Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran dan penjelasan bahwa rincian biaya sesuai dengan RAB terlampir.
20) (20) Diisi dengan nama penanggung jawab kegiatan. 
21) (21) Diisi dengan NIP penanggung j awab kegiatan.
b. RAB
RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatan.
RAB mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RAB: 
1) Dokumen RAB merupakan dokumen pendukung TOR;
2) Dokumen ini menjelaskan biaya yang dibutuhkan dalam pencapaian Keluaran (Output) Kegiatan.

Fungsi RAB:

1) Alat untuk memberikan informasi rincian perkiraan komponen biaya yang dibutuhkan dalam TOR;

2) Alat bantu untuk mengidentifikasi komponen biaya utama dan pendukung suatu output dalam TOR;
3) Alat untuk menghitung total biaya yang diperlukan atas suatu output dalam TOR.
Jenis RAB meliputi:

1) RAB swakelola;

2) RAB pengadaan gedung/bangunan;

3) RAB pengadaan inventaris.

RAB memiliki beberapa komponen di dalamnya. item rincian yang harus ada dalam RAB:

1) Uraian pekerjaan

Jika pekerjaan konstruksi biasanya terdapat sub jenis pekerjaan misalnya pekerjaan persiapan, galian, urugan dan pekerjaan pondasi beton.
2) Volume pekerjaan (Unit)

Jika di dalam pengadaan barang biasanya digunakan satuan unit. Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi kebanyakan dihitung dalam satuan meter persegi (m2), meter kubik (m3) atau unit.
3) Harga satuan

Jika pengadaan barang cukup mengalikan harga satuan dengan unit barang sehingga ditemukan biaya belanja modal. Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi dipisah menjadi dua bagian, yaitu harga jasa atau harga jasa berikut materialnya. Kemudian, kalikan volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan.
4) Total upah pekerja

Upah pekerja ini umumnya hanya untuk pekerjaan jasa konstruksi saja, yaitu didapatkan dari biaya per jam x estimasi waktu pekerjaan x total pekerja.
5) Total material bahan bangunan.
6) Grand Total, yaitu jumlah harga yang didapatkan dari penjumlahan total upah dengan total material atau perkalian volume dengan total upah.

Format RAB:
               Penanggungjawab kegiatan

                                                      Nama............(11)

                                                                 NIP...............,(12)
Petunjuk pengisian RAB:
1) Nomor (1) diisi nama kementerian negara/lembaga;

2) Nomor (2) diisi nama unit eselon II/Satker sebagai penanggungjawab/pelaksana kegiatan;

3) Nomor (3) diisi nama kegiatan sesuai dengan dokumen renja K/L;

4) Nomor (4) diisi Sasaran Kegiatan yang didukung Keluaran (Output) kegiatan;

5) Nomor (5) diisi Indikator Sasaran Kegiatan;

6) Nomor (6) diisi nama/uraian mengenai identitas dari setiap keluaran (output) kegiatan secara spesifik;
7) Nomor (7) diisi indikator keluaran (output) kegiatan;

8) Nomor (8) diisi mengenai jumlah/banyaknya kuantitas keluaran (output) kegiatan yang dihasilkan;

9) Nomor (9) diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas keluaran (output) kegiatan sesuai dengan karakteristiknya;
10) Nomor (10) diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran (output) kegiatan;
11) Nomor (11) diisi dengan nama penanggung jawab kegiatan;
12) Nomor (12) dengan NIP penanggung j awab kegiatan.
Data dalam tabel
1) Kolom 1 (kode), diisi kode suboutput, komponen, subkomponen;

2) Kolom 2 (uraian suboutput/komponen/subkomponen /detail), diisi uraian nama suboutput, komponen, subkomponen dan detail belanja. Keterangan: suboutput dan subkomponen bersifat opsional;
3) Kolom 3 (volume suboutput), Diisi jumlah/banyaknya kuantitas suboutput yang dihasilkan. Diisikan sebaris dengan uraian suboutput. Keterangan: Jumlah total volume-volume suboutput harus sama dengan jumlah volume keluaran (output) kegiatan;
4) Kolom 4 (jenis komponen utama/pendukung), diisi utama atau pendukung. Diisikan sebaris dengan uraian komponen, yang menyatakan bahwa komponen tersebut sebagai komponen utama atau komponen pendukung;
5) Kolom 5 (rincian perhitungan), Diisi formula perhitungan satuan-satuan pendanaan. Diisikan sebaris dengan uraian detil belanja. Contoh: 2 org x 2 hari x 2 frekuensi. Jumlah perhitungan tesebut diisikan pada subkolom 5 (jumlah) sebesar 8;
6) Kolom 6 (harga satuan), diisi nominal harga satuan yang berpedoman pada standar biaya yang berlaku. Diisikan sebaris dengan uraian detil belanja. Keterangan: dalam hal biaya satuan ukur tidak terdapat dalam standar biaya dapat menggunakan data dukung lainnya yang dapat di pertanggungjawabkan;
7) Kolom 7 (jumlah), diisi nominal hasil-hasil perhitungan pada tingkat detil belanja, subkomponen, komponen, suboutput. Keterangan: jumlah total alokasi anggaran suboutput harus sama dengan jumlah total anggaran pada keluaran (output) kegiatan. 

	 
	


	[image: image10.wmf]
	Rangkuman

	
	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).
2. Penyusunan APBN dilakukan untuk membiayai segala kepentingan negara demi mewujudkan perekonomian nasional yang lebih baik.
3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan.
4. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai pemerintah terkait yang melibatkan di dalam maupun di luar negeri sebagai ketidakseimbangan atas pekerjaan yang telah didukung dalam rangka mendukung tugas dan unit organisasi pemerintah.

5. Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

6. Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

7. Struktur anggaran dilakukan secara berjenjang sesuai tugas pokok dan fungsi satuan kerja-satuan kerja yang berada di lingkungan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

8. Keterkaitan kinerja dan alokasi anggaran sangatlah erat, artinya bahwa dalam penyusunan anggaran harus sesuai dengan kinerja yang menjadi tugas pokok dan fungsinya yang tergambar dalam program dan kegiatan satuan kerja masing-masing.

9. Program dan kegiatan polri untuk tahun 2021 terdiri dari 5 (lima) program dan 81 (delapan puluh satu) kegiatan.

10. Salah satu dokumen perencanaan anggaran Polri yaitu TOR dan RAB.

11. Alur perencanaan anggaran polri, meliputi dua yaitu usulan dari Satker Polda dan Satker di Lingkungan Mabes Polri yang dilakukan secara berjenjang sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Satker yang diawali dengan kegiatan masing-masing Satker menyusun rencana kebutuhan Satker, selanjutkan diusulkan secara berjenjang kepada Asrena Kapolri selaku pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan yang berkaitan dengan perencanaan anggaran Polri.

12. Januari Satker di Lingkungan Polda dan Mabes Polri mengajukan Usulan Rencana Kebutuhan Satker (Tab -1).

13. TOR adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan di capai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang memuat latar belakang penerimaan manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian dan biaya yang diperlukan.

14. RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatan.
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	Soal Latihan

	
	1. Jelaskan konsep Sisrengar!
2. Jelaskan belanja pegawai!

3. Jelaskan belanja barang!

4. Jelaskan belanja modal!

5. Jelaskan pendekatan anggaran Polri!

6. Jelaskan perencanaan anggaran Polri!
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